
PERATURAN WALIKOTA KUPANG 

NOMOR 24 TAHUIN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PFRUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KUPANG, 

Merrbang bahwa untuk mclaksanakan ketentuan pasal 1 1  Peraturan Daeruh 

Nomo Tahn 2021 tentang Perubahan ggaran Pendapatan dan 

Belanja Darah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang lenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanya Daerah Tahun Angaran 202I sebagai landasan opcrasional 

pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 

Mengiogat I. Undang-Undang Nomor S Tahun 1996 tentang Pembentukan 

Kotamadya Dacrah Tingkat II Kupang (Lemharan Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nornor 43, Tambahan Lemburan 

Negara Republik Indonesia Nomor 3633); 

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noror 47, 

Tumbahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

3. Undang-Undang Nomor I Tabun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4355); 

4. Uadang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahu 2004 Nomor I04, Tarbaban Lcmbaran Ncgr 

Republik Indonesia Noror 4421); 

5. Undang -Uadang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Kcuangan Antara emcrintah Pusat dan Pemcrintah Dacrah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Noor 126, 

Tabahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 



I ' 

6. Undang Uadang Nomot 28 Tahun 20D tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049), 

7. Undang-Undang Noor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahae 

Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 1  Tun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 

8. Peraturan Pererintah Nomor 19 Thrun 2000 tentang Kedudukan 

Kenangan Kepala Daemah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tam baha 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Kenangan Badan Layanan mum sebagaimana telah diuhah 

dengnn Perarnran Pemerintah Republik Indonesia nomer 74 Tun 

2012 tentang Pembahan Perauran Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan BHadan Layanan L/mum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5340; 

Io. Peraturan Pemerintah Nomor 5$ Tahun 2005 Tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.5 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 45751 

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pererintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahu 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyclenggaraan Pomcnintah Dacrah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noma 73, Tarbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 6041), 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2047 tentang Hak 

Kcuangan dan Administrasi impinan dan Anggota Dewan 

Perwakiln Rakyat Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Noor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057); 

• 



14. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Norr 6322), 

IS. Peraturn Pemerintah Nomor 13 Tatun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyclenggaraan Pemerintah Dacrah (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

I6. Peraturn Menteri Dalam Negri Norr 52 Tahu 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Dacrah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahmn 2012 Nomor 754), 

17. Peraturan Menteri dalum Negeni Nomor 62 tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 

dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahu 2020 tentang 

edoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (erita Negara Republik Indonesia tabun 

2020 N0mor 888), 

19. Perturan Menteri Dalam Negeri Noma+ 77 Tahu 2020 tentang Pedoman 

Teles Pengelolaan Keuangan Daerah (Herita Negara Republik Indonesia 

Ta±bun, 2020 Nomor 17811, 

20. Peraturan Menter; Dulam Negeti Nomo 9 Thu 2021 entang Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peratuman Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

endapatan dan BHelanja Dacrah, Rancangan Peraturan Kepal Daerahr 

tentang enjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Rancangan Peraturan Kepala Dacrah tentang Perjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (Berta Negara Republik 

Indonesia Tahu 2021 Nomaor 4.31; 

21. Peraturan Daerah Keta Kupang Nomor 5 Tahun 20I0 tentang Pokok ­ 

pokok Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Daerah Kot.a Kupang 

Tghun 2010 Namur 05, Tambahan Lembaran Daerah Kata Kupang Noor 

217 

• 



MEMUTUSKAN 

Menctapk: PERAT'URAN WALIKOTA TENT ANG PEN1ABAR AN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAE AH KOTA KUANG TAHUN ANGKARAN 20¥ 

Dalam peramran derahini yang dimal sud dengan 

Anggara Pendaputscn da Belanja Dench Tuluan Aggers 2021 Selah Perubuhan 
Sebagai Berikut 

I. Pendapatan Dacrab 
a. Serula 
h. ertaha.h 

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah 

Perubahan 

2. Belanja Daerah 
a. Senula 

b. Bertambah 
Jumlah Helanja Daerah Sete lath 

Perubaan 

1132.652.976.094,00 
13.734.293,302,00 

1 146.387.269,396,00 

.176.605.741.261,00 
5.295.593.304,00 

1.181901.334.565.00 

3. Pebiyaan Daetab 
a. Penerimaan 
) Semula 
2 Berkurang 

Jarlah Peneriran Perhicyan Lacer.h 
Rp. 

58.252.765.167,00 
(16.479.449.998,00) 

41.773.315.169,00 
Setelah Peruhahan 

b. Penguluran 

Semula 
2) Bering 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 
Setelah Perubahe 

Jmlah Pembiayaan Netto Setelah 

Sis Lcbih Perbia yan Ang.gar Tehan 
Berkenaan 

Pasal 3 

Rp. 

14.300,000.000,00 

(8.040,750.000,00) 

6.259.250.000.,00 

35.514.065.169,00 

Uraian lebihr lanjut Peruhahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimak sud dalam 
Pasat 2 teralum dalam Lampiran yang merupak.an bagia tidak terpisbk.an dari 

Lampiran I 

Lampiran l 

Ringkasan Penjabaran Perubaban APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, 
Jenis, Ohjek, Rincian Objek Pendaptan, Belanja, dan Pembiayaan; 

enjabran Perubahan APD Menururt LHrusan Pemerintahan Darrah, Crgaisass, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelosnpok, Jenis. Objekc. Rincan Objek, 
Pendapatan, Belsnja, dan Pembiayassn, 



Lampiran Ill 
Lampiran IV 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampira VII 

Lapiran Ill 

Dattar Nara enerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 

afar Nama Penerima, lamat Penerima, dan Hesaran bantuan Sosial; 

Rineian Dan Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah. 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 
Obiek, Pendapatan, elanja, dan Pembiayan; 

Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alar' 
Taurbahan DBH • Minyak dan Gas bumi Menurut Crusan Pemer intahan Dacrah, 

Organisasi, Program, Kegiaran, Sub Kegiatan, Kclompok, Jenis, Ohjek, Rincian 
Ohjek, Pendapatan, Delana, dan Pembiayan; 

Rineian Dana Tambahan Infirasturktur Menurut Lrusan Pemerimtahan Daerah 
Organisasi, Program. Kegiatan, Suh Kegiatan, Kclompok, Penis, Objek, Rincian 
Ohjek, Pendapatan, Belanja. dan Pembiyaan; 

Sinkranisasi Kebijakan Peerintah Kota pada Daerah erbatasaa dalarn 
Ransangan Peratran Dacrah tentang AP'DD dan Rancangan Peraturan epal 
Darah tentang Penjaharan AP'HD dengan Program Prioritas Perhatasan Negara; 

Pasal 4 
Lampiran Sebagairnna tersebut dala Pasal 3 merupakan bagian yang tak 

tcrpisahkan dari peraturan Walikota Kupar. 

Pelaksanaan Penabaran Perubahan APD yang ditetapkan dalam peraturan ii 

dituargkan lcbih lanjut dalar dolumen pelaksanaan anggaran saruan kerja 
perangkat dacrah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacda tanggal diundangkan 

gar sctiap orang tengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lcrbaran Daerah Kota Kupang. 

I , 

Diundangkan di Kuang 

pala tangy,al. 22 Oktober 202I 

FAH 

L 

Ditetapkan di Kupang pad.i tunn:nt 22 Okt�;t2021 
��'ALJKO A KUPANG, 

iJCF'IRST )N R RIWL'KORE r 

• 
DAERAI KOTA KUPANG TAHUN 202I NOMOR.S541 
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